SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 12/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13
huruf d dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah heberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58

ayat (1} Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Walal Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

Mengingat ...
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189};

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 5215);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Undang-undang ...
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5656);
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5690),;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/FPMK.01/2008
tentang Jasa Akuntan Publik;

Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kaly,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor
01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilinan
Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomeor 37 Tahun 2008,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah...
idih.kpu.go.id/jateng/magelang




13.

14.

15,

16.

17.

18.

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan ¥Xomisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota,

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,
Nomer 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilthan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Neomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kampanye Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota,;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
15/Kpts/KPU/Tahun_2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip
dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan ...
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Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
Nomor 1 /PP.02.3-Kpt/3308/Kab/VII[/2017 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Tahun 2018;

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

Nomor 11/PP.02.3-Kpt/3328/Kab/1X/2017 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Plenc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Magelang Nomor 49/PL.03.5-BA/3308/KPU-Kab/IX/2017
Tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MAGELANG TAHUN 2018.

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ind.

Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan,

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Perseorangan;

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang 3. Laporan ...




3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang
Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan Perseorangan;

4. Berita acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

KETIGA : Bentuk dan Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran [ Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd
AFIFFUDDIN
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
: PATEN MAGELANG
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 12/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/I1X /2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan
jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk
membiayal kegiatan kampanye pemilihan. Untuk menjaga akuntabilitas
dan keterbukaan, dana kampanye harus dilaporkan oleh Pasangan Calon

dan/atau tim pelaksana kampanye secara tertib.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai panduan penyelenggara pemilihan dalam memfasilitasi
tahapan pelaporan dan audit dana kampanye penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye; dan

3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit
kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye.

C. RUANG...

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




C.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, meliputi :

1.

oL

Dana Kampanye
Pelaporan Dana Kampanye
Audit Dana Kampanye
Larangan dan Sanksi

Ketentuan lain-lain

PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupafti Magelang Tahun 2018,
selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2018 adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Magelang untuk memilih
Bupati dan Waldl Bupati Magelang Tahun 2018 secara langsung dan
demokratis.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
vang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Pemilihan.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, yvang selanjutnya
disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Pemilihamn.
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia...
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10.

11.

12.

13.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik
nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.
Pasangan Calon, selanjutnya disebuf Paslon adalah Baka! Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 yang telah
mementthi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Magelang
2018.

Kampanye Pilbup Magelang 2018, selanjutnya disebut Kampanye
adalah keglatan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon
dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau
meyakinkan Pemilih.

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa
yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk
membiayai kegiatan Kampanye,

Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya adalah rekening
yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang
dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.

Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK,
adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana
Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,
rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya
disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan
kepada KPU Kabupaten Magelang.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya
disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

14. Asersi...
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14.

15.

16.

17.

- 10 -

Asersi adalah permnyataan yang dibuat oleh Paslon yang digunakan
untuk keperluan audit.

Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang
yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan
Publik.

Hari adalah hari kalender.

ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Dana Kampanye, penyelenggara

Pemilihan berpedoman pada asas-asas yaitu :

1.

oo No s N

T
© B = o

mandiri;

jujur,

adil,

kepastian hukum;
tertib;
kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesonalitas;
akuntabilitas;
efisiensi;
efekifitas; dan
aksesibilitas.

BAB I
DANA KAMPANYE

A. Sumber, Bentuk Dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1.

Dana Kampanye Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, bersumber dari;
a. Paslon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau

¢. sumbangan ...
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11

12.
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¢. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Paslon Perseorangan, bersumber dari:

a. Pasleon; dan/atau

b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye yang bersumber dari Paslon, berasal dari harta
kekayaan pribadi Paslon vang bersangkutan.

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusuilkan Paslon,

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok; dan/atau

c. badan hukum swasta.

Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga
Paslon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon,
dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.

Dana kampanye yang bersumber dan pihak lain, tidak berasal dari
tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

Dana Kampanye, dapat berbentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau

c. jasa.

Dana Kampanye yvang berbentuk uang, meliputi penerimaan uang
secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penenmaan
melalui transaksi perbankan.

Dana Xampanye yang berbentuk barang, meliputi benda bergerak
atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu
diterima.

Dana Kampanye yang berbentuk jasa, meliputi pelayanan/pekerjaan
yvang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Paslon
sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu

diterima.

13. Dana ...
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14.

15.

16.

17.

18.
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Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
Dana Kampanye yang bherasal dari sumbangan pihak lain
perseorangan, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 {tujuh
puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok
atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak
Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima pulub juta rupiah) selama
masa Kampanye.
Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai
Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok, bersifat
kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partal Politik
dan pihak lain.
Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang
mencakup:
a. Partai Politik
1) nama Partai Politik;
2} alamat Partai Politik;
3} nomor akte pendirian Partai Politik;
4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
5} nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
6} nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
7) jumlah sumbangan,
8) asal perolehan dana;
9] pernyataan penyumbang bahwa :
a] penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyvumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan
putusan pengadilan;
¢) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
b. perseorangan:

1) nama,

2) tempat...
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2) tempat/tanggal lahir dan umur;
3] alamat penyumbang;
4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5) nomor identitas;
6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
7) pekerjaan;
8) alamat pekerjaan;
9) jumlah sumbangan;
10} asal perolehan dana; dan
11) pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b} penyumbang tidak pailit berdasarkan  putusan
pengadilan,;
¢} dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat,
kelompok:
1} nama kelompek;
2) alamat kelompok;
3) nomor identitas pimpinan kelompok;
4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan
kelompok, apabila ada;
6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
7) jumlah sumbangan;
8) asal perolehan dana;
9) keterangan tentang status badan hukum atau status
kelompok; dan
10) pernyataan penyumbang bahwa:
a} penyurnbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan
putusan pengadilan;
c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
badan hukum swasta:
1} nama badan hukum swasta;
2) alamat badan hukumswasta;

3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;

4) Nomor....
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4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum
swasta;
6) nomor telepon/telepon gengam direksi/atau pimpinan badan
hukum swasta;
7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8) jumlah sumbangan;
9) asal perolehan dana;
10} keterangan tentang status badan hukum; dan
11} permyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan
putusan pengadilan;
c} dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d] sumbangan bersifat tidak mengikat.
Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta, wajib dilampin
salinan akte pendirian badan usaha.
Penerimaan sumbangan Dana kampanye, yang dilakukan dengan
cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke
Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang.
Identitas penyumbang, dapat bherupa surat keterangan dari bank
yang bersangkutan.
Sumbangan Dana Kampanye, yang dilakukan melalui setoran tunai
pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
Paslon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
vang mengusulkan Paslon, yang menerima sumbangan melebihi
ketentuan :
a. dilarang menggunakan dana dimaksud,;
b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat
14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
KPU Kabupaten, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke
kas Negara.
Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar
harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran

transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan

ketentuan...
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ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk
pada Keputusan KPU Kabupaten ini.

Hutang atau pinjaman Partal Politik atau Gabungan Partai Politik
dan/atau Paslon yang timbul dari penggunaaan uang atau barang
dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang
batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan KPU

Kabupaten ini.

Pembatasan Dana Kampanye

1.

KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana

Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah

kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar

biaya daerah, bhahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah
dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara

menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar
biaya daerah;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x
standar biaya daerah;

c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar
biaya daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga
puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.0003,00 (dua puluh lima
ribu rupiah);

. Jasa manajemen/konsultan;

£ alat peraga kampanye vang dibiayai oleh Paslon yang jumlahnya
berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten; dan

g. bahan kampanye vyang dibiayai oleh Paslon jumlahnya
berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten.

Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KFU

Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Paslon untuk mendapatkan

masukan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi.

C. Rekening...
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Rekening Khusus Dana Kampanye

I.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon
dan Paslon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana
Kampanye pada bank umum.

Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Paslon dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik, dibuka pada bank umum oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.
Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon, dibuka atas
nama Paslon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon
dari Paslon.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dilakukan paling
lambat pada saat penetapan Paslon yaitu tanggal 12 Februari 2018.
Pembukaan Rekening Khusus bagi Paslon yang diusulkan oleh
Gabungan Partai Politik, dilakukan oleh salah satu petugas yang
ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon
dan Paslon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening
Khusus Dana Kampanye, kepada KPU Kabupaten.

Rekening Khusus Dana Kampanye, yang telah disampaikan kepada
KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye, menjadi lampiran pada
LADK dan LPPDK.

BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pencatatan Dana Kampanye

L.

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan
transparan.

Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Paslon.
Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dar Paslon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon
Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana

Kampanye...
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Kampanye sebelum digungkan untuk kegiatan Kampanye Pilbup
Magelang 2018.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima
sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partail
Politik dan Pihak Lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat
penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana
Kampanye.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan
pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Paslon untuk
dilampirkan dalam LADK.

Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan KPU Kabupaten ini.

Paslon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam
pembukuan khusus Dana Kampanye.

Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Paslon.
Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
penerimaan dan pengeluaran disertal bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan,

Pembukuan dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana

Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir,

Pelaporan Dana Kampanye

1.

Paslon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana
Kampanye kepada KPU Kabupaten.

Paslon dapat dibantu staf khiusus yang mempunyai latar belakang
akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.

Paslon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye

yvang terdiri atas:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
¢. LPPDK.

Laporan Awal Dana Kampanye

1.

LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:

a. Rekening Khusus Dana Kampanye;

b. sumber...
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b. sumber perolehan saldo awal atau salde pembukaan;

¢. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang
diperoleh sebelum pembukaan Rekening KXhusus Dana
Kampanye; dan

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Paslon atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Pembukuan LADK, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus

Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Paslon.

Paslon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten 1 (satu] hari

sebelum masa Kampanye yaitu tanggal 14 Februari 2018 paling

lambat pukul 18.00 WIB.

Format LADK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten ini.

Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas

yvang ditunjuk.

Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.

KPU Kabupaten menerima LADK dari Paslon atau petugas yang

ditunjuk.

KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

bh. format LADK.

KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani

bersama dengan Paslon atau petugas yang ditunjuk dan

menuangkan hasilnya dalam berita acara.

KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara apabila

cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap.

Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten ini.

KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari

setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman

KPU Kabupaten, yaitu tanggal 15 Februari 2018.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1.

LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang

diterima Paslon setelah pembukuan LADK.

2.LPSDK ...
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LPSDK ditutup 1 {satu] hari sebelum LPSDX disampaikan kepada
KPU Kabupaten yaitu tanggal 19 April 2018.

Paslon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten tanggal 20
April 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LPSDK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas yang ditunjuk
dengan menyerahkan surat tugas.

KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Paslon atau petugas yang
ditunjuk.

KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.

KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani
bersama dengan Paslon atau petugas yang ditunjuk dan dituangkan
hasilnya dalam berita acara.

KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara apabila
cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap.

Tanda teritma dan berita acara LPSDK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Keputusan ini.

KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 {satu) hari
setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman
KPU Kabupaten yaitu tanggal 21 April 2018.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1.

LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penenmaan dan
pengeluaran Dana Kampanye Paslon.

LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Penyajian LPPDK, menggunakan pendekatan aktivitas.

Paslon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat
1 (satu} hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu tanggal 24 Juni
2018 paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LPPDX tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6. LPPDK...
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LPPDK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas yang ditunjuk
dengan menyerahkan surat tugas.

KPU Kabupaten menenima LPPDK dari Paslon atau petugas yvang
ditunjuk.

KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani
bersama dengan Paslon atau petugas yang ditunjuk dan
menuangkan hasilnya dalam berita acara.

Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kabupaten menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk paling
lambat 1 (satu) han setelah diterimanya LPPDK yaitu tanggal 25 Juni
2018.

BAB IV
AUDIT DANA KAMPANYE

Bentuk Perikatan Dan Tujuan Audit

1.

Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pilbup Magelang
2018 adalah audit kepatuhan.

Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan
Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Dana Kampanye.

Seleksi Kantor Akuntan Publik

1.

KPU Kabupaten melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit
Dana Kampanye.

Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Hibah
Pilbup Magelang 2018.

KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk
melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Paslon di daerah yang
bersangkutan.

5. KAP...
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KAP dapat melakukan audit LPPDK Paslon di daerah lainnya.

Perikatan Audit

1.

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas

dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.

AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang

menyatakan:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung
dengan Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
atau Paslon Perseorangan; dan

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.

AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan vang telah

mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi

Profesi AP.

AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri

pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh

KPU Kabupaten.

AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil

audit.

Pelaksanaan Audit oleh AP berpedoman pada Keputusan KPU.

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1.

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) harn
terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten yaitu
tanggal 25 Juni 2018 s.d 9 Juli 2018.

Paslon wajib membantu auditor KAP dengan menyediakan sermua

catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

Paslon wajib memberikan akses bagi auditor KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan
pernigeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana
Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan
dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas
penyumbang;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu;

dan

d. memperoleh...
idih.kpu.go.id/jateng/magelang




-292 .

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian Dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1.

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten untuk Pilbup
Magelang 2018 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya
LPPDK dari KPU Kabupaten yaitu tanggal 10 Juli 2018.

Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk
keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada
Paslon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit darn
KAP yaitu tanggal 13 Juli 2018.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye
paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP
pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten yaitu
tanggal 11 Juli 2018.

KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK
Paslon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP yaitu tanggal 24
Juli 2018.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

~ A. Larangan

1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon Perseorangan

dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye

yvang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya
masyarakat asing dan warga negara asing,

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas
identitasnya,;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon

dan Paslon Perseorangan yang menerima sumbangan:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib...
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b.  wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat
14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu
tanggal 7 Juli 2018 .

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini

sebagai auditor:

a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Paslon dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dan Paslon Perseorangan,

b. pthak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran
uang atau penyimpanan kekayaan Paslon;

Cc. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan
Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Paslon Perseorangan;

d. Anggota KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten; dan

e. Pihak yang tidak Dberdomisili vang sama dengan tempat
kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam

jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

1.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang
tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenal sanksi
sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon Perseorangan
vang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan
atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing,
lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing,
penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya,
pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau
sebutan lain, dikenai sanksi pembatalan Paslon sebagaimana diatur
dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Paslon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Paslon.

Paslon vang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU
Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi
berupa pembatalan sebagai Paslon.

KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit apabila diketahui

tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan,

dibatalkan...
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dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan

klarifikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan
pembayaran jasa.

7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan
pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Paslon yang
bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan
larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk
kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swadaya
masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau
pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain,
dikenai sanksi berupa pembatalan Paslon yang diusulkan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan.

9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Paslon dan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon
atau Paslon Perseorangan; dan

b. hasil klanfikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
diputuskan dalam rapat pieno.

10. Pembatalan sebagai Paslon dituangkan dalam Keputusan KPU
Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye

kepada Paslon dan/atau tim Kampanye.

Pelayanan terdiri atas konsultasi:

a. tatap muka,;

b. melalui telepon; dan

c.  melalui email.

Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan meliputi:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat
dibantu oleh Asosiasi Akuntan Indonesia;

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan...
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¢. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama,
alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU
Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamuy;

d. menylapkan alamat email KPU Kabupaten; dan

e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi
akuntan publik.

Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Paslon

wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Paslon.

Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan,

perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan

Kampanye untuk mendukung Paslon.

Paslon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kabupaten

sebagai lampiran LPPDK.

Panwas Pemilihan Kabupaten Magelang dapat mengakses informasi data

yvang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.

Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis

kepada KPU Kabupaten.

Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta

mengawas] pengelolaan Dana Kampanye.

Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi

terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

tentang Pemilihan.

Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh

KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai sakst Paslon dalam

pemungutan dan penghitungan suara.

BAB ...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan

pelaporan Dana Kampanye Pilbup Magelang 2018,

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

e ttd
AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
SROCRUPATEN MAGELANG
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 12/FPP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2018

BENTUK DAN JENIS FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

™ A LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

a. Formulir Model . Laporan Awal Dana Kampanye;
LADK1-PARPOL

b. Formulir Model
LADK2-PARPOL

c. Formulir Model
LADK3-PARPOL

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

d. Formulir Model ~ Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
P LADK4-PARPOL  Awal Dana Kampanye;
e. Formulir Model ~ Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LADKS-PARPOL kepada Pasangan Calon
f. Lampiran
Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

LADKS-PARPOL
g Surat Permnyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
h. Surat Pemyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

2. UNTUK . ..
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2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEQRANGAN

a. Formulir Model LADKI1-
Laporan Awal Dana Kampanye;

Perseorangan

b. Formulir Model LADK2- Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Perseorangan | Kampanye;

c. Formulir Model LADK3-
Perseorangan Daftar Saldo Dana Kampanye;

d. Formulir Model LADK4-  Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Perseorangan ' Laporan Awal Dana Kampanye;

e. Formulir Model LADKS- ~ Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Perseorangan ' Kampanye kepada Pasangan Calon

f. Lampiran Formulir

Daftar Penenmaan Sumbangan Dana
Model LADKS-

Kampanye;
Persearangan

g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
h. Surat Permyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

a. Formulir Model ~ Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-PARPOL ‘ Kampanye Kepada Pasangan Calon;

b. Lampiran Formulir
Model LPSDK 1-
PARPOL

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
¢. Formmulir Model

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDKZ2-PARPOL

Kampanye;
d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan,
e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
f Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

2. UNTUK . ..
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2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEQORANGAN

a. Formulir Model LPSDK1-
Perseorangan

b. Lampiran Formulir Model
LPSDK 1- Perseorangan

c. Formulir Model LPSDK2-

Perseorangan

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Kepada Pasangan Calon;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;

d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

C. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

'

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

a. Farmulir Model
LPPDK1-PARPOL

b. Formulir Model
LPPDK 2-PARPOL

c. Formulir Model
LPPDK 3-PARPOL

d. Formulir Model
LPPDK 4-PARPOL

¢. Formulir Model
LPPDK 5-PARPOL

f. Lampiran Formulir
Model LFPDK 5-
PARPOL

Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye;
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye,

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye Kepada Pasangan Calon

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye,

g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

2. UNTUK ...
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2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a. Formulir Model LPPDK1-
Perseorangan

b. Formulir Model LPPDK
2- Perseorangan

¢. Formulir Model LPPDK
3- Perseorangan

d. Formulir Model LPPDK
4- Perseorangan

e. Formulir Model LPPDK
5- Perseorangan

f. Lampiran Formulir
Model LPPDK 5-

Perseorangan

Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye Kepada Pasangan Calon

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;

g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;

2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye;

3. Contoh Berita Acara hasil perierimaan Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye,

4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan
Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan

Calon Perseorangan;

6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik;

7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;

8. Contoh . ..
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8. Contoh Tanda Terirmna Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik; dan

9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.
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Tanggal Pembnkaan Rekening

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK 1-PARPOL

PEMILTHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode s/d 3

Nama Bank :
Nomor Rekening : 9

o

Nomor

Uraian

Rp

Unit

Keterangan

A.

Penerimaan 7

Pasangan Calon?®

)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total
Penerimaan)®

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!?

Surmbangan Pihak Lain Kelompok !

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal!?

ol v & @

Lain-Lain Komitmen!2

Pengeluaran Operasional

a. Pertemuan terbatasts

b. Pertemuan tatap muka'®

¢. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik??

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!s

e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum!?

{. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?0

g. Lain-lain?!

Pengeluaran Modal??

a. Pembelian Kendaraan??

b. Pembelian Peralatan 4

¢. Lain-lain?

Pengecluaran Lain-Lain?°

a. Pemberian Piutang?”
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Nomor | Uraian Rp | Unit | Keterangan
b. Pembayaran Utang?®
C. SALDO PER .................2
Kas di Rekening Khusus30
Kas di 2
Barang??
Tagihan kepada _ il
Utang? ) B o
CALON BUPATI* CALON WAKIL BUPATI*
ttd. ttd.
-Kama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:
1. Disi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Dusi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Kabupaten.

4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana
Kampanye di Bank.

5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomar Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

8. Dilsl dengan dana yang berasal darl Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati.,

9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

10. Dilsi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori im
termasuk pembiayaan  kegiatan  Kampanye pemilihan  yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan
tersebut.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanve yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dlf

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2].

22,

23.

24,

25.

26.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain
dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut,

Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait demgan biaya untuk
pertemuan terbatas meliputi antara lain  transaksi biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,
transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,
fransportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa
pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang
dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Keputusan KPU
Kabupaten yang mengatur tentang Kampanye.

Dusi dengan jumlah pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan
peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan
olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar,
donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melahu
media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan
desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-
undangan, seperti biaya administrasibank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yvang terjadi untuk Kampanye
terkait dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai
dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilat
dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian
peralatan sepertl komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan
pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan
gedung/bangunan dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan
pengeluaran modal.
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27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk
diterima kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk
dikeluarkan kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU kabupaten.

Disi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening
tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus
Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan
harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon olth KPU
Kabupaten).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak
lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal
penctapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

*pilih salah satu
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MODEL LADK2-PARPOL

LOGO PASANGAN CALON g

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPARNYE
PERIODE 3/D 3

Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 10
Keterangan!!

No. % | Tanggel® | BuktPengeluaran® | Bentuk Aktivitas” Jumlak Kas (Rp)® .
{Unit)® 1108 210b 3106

CALON BUPATI* CALDN WAKIL Bupati**
ttd ttd
-Nama Lenghkap- -Nama Lengkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalenkan diri.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye,

Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan no urut kegiatan,

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti
pengeluaran lainnya.

7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

gukLhe
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MODEL LADK4-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

Alamat

Nomuor Identitas

Jabatan : Calon Bupati
2. Nama

Alamat

Nomoaor Identitas

Jabatan : Calon Waldil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Magelang
periode tanggal............... sampai..............

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersetrut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor........................ Tahun
ceeeeeennnn. dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALL ............... ] berdasarkan
bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarmya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangzn yang berlaku, termasuk kewgjiban perpajakan yang
melkekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan i, bersedia untuk
mempertanggungjawabkan.
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Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak periu
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— MODEL LADKS-PARPOL __
ﬁ LOGO PARPOL/GABUNGAN W
1

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN MAGELANG
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA RAMPANYE
KEFPADA PASANGAN CALON N

Periode tanggat s/d A

Jumlah Sumbangan ’ Bentuk Sumbangan ° Nomor Rekening Nomor Rekening
No.® | Tanggal® Asgal Sumbangan® Pen bang'® Pon Q! Bukti'® | Keterangun'®
(Rp] Unit™ |Tuonai®™ | Barang™| Jasa™ yumbang erim
Ketua Bendahara
Parpol/Gaburngan bl Parpol/Gabungan Parpol
Parpol trd.
-Nama lengkap-
ttd P
-Nama Lengkap-
Keterangarn :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

1
2
3
4
5
6

Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

idih.kpu.go.id/jateng/magelang

Diisi degan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).

Diisi dengan nomor unut.
Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

‘" “




7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
» Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah {termasuk sumbangan dalam bentuk
barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
v Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
& Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
« Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
v DHisi dengan bentuk sumbangan Dama Kampanye berupa barang
« Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)
12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll}
13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan
Calon
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PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL

LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARFOL

DEWAN PIMPINAN DAERAH HABUPATEN
HABUPATEN MACELANG

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN OEZiu

|

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LADKS5-PARPOL

PERIODE.....cccn.__3/d ... ¢
EENTUK SUMEANGAN DARA KAMPANTYE
ASAL SUMBANGAN JUMLAH 8
-3 ] T KETER AN
No DPANA KAMPANYE UANG BARANG JASA (Rp.) ® GAR
(Rp.) (Rp.) * {Undt) *® (Rp.) ™" {Beatuk) ™
15 S B . SR NV
1. |Pasangan Calon g e o B _ . X
10a
| a. Nama Calon Bupati o I N - o . S of
| |b.  Nama Calon Wakil Bupati 10b 1l o o R Ko
S, e e . ®
2. |Partai Politik dan/ata dm,ﬁm%w ) B S
. |Partai Politik dan/atau Gabungan Par O - -
t Ol TiK / u rwm_cc:h. st 1 ’oly _— s 4. e 1IW
a Nama Partai Politik n_nu
|
[EREEES 0 S e = | e o T T e - Sidanaian
b. Nama Partai Politik W .
o a T . T B N o
. ast. - o - | - I B IQ|
o o I D o } =
. . 12 S
3. |Sumbangan Pihak Lain Perseorangan o B L B o r
12a =
_ la Nama Penyumbang  : .....ccocovon o o - o - B |
12b
. Alamat Penyumbang © ..o, o " B _ R
12¢
|| No. Telp Penyumbang : ..., I o
12d
No. ldentitas Peryumbang :.........cooes o
12¢ o o T o | i N
| No. NPWP Peryumbang R o _ - — —
b. dst. o R . — -
. 13 I T T o -
4. |Sumbangan Pihak Lain Kelompok o ) E - —
13a
8. Narna Kelompok P, B
13b
Alamat Kelompok : i L R — -
13c
No. Telp Kelompok




13d
No. Identitas pimpinan kelompok :

13e

No. NPWP pimpinan Kelompok

dst.

5. |Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta

14

-Nama Lengkap-

14a
_]a. Nama Badan hukum Swasta ... it R .
14b
| Alamat Badan hukum Swasta :......... o -
l4¢
No. Telp Badan hukum Swasta : 1 - o
14d
No. ldentitas Badan hukurn Swasta : ............ o - S
14e (@)
No. NPWP Badan hukum Swasta......cceree. S i B - S ||w
s O
B g
b. dst. o .
N B =
~~
O
5 3
15 13 L5 1
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL. .t
................... 3
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol o
Ketua Parpol/Gabungan Parpol arpol/ € S
td, =
e, X
-Nama Lengkap- e
S




Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partal Politik

L.
2.
3
4.

10,

11.

12,

13.

14.

Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon

Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung

Diisi dengan nama Pasangan Calen yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KFU

Kabupaten),

Diisi dengan total penerimaan sumbamngan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain,

maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal

transaksi.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah
berdasarkan harga pasar.

v. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

a Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah
berdasarkan harga pasar.

b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kelom 5 + 6a + 7a)

Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti nncian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Bupati berserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya

Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partaf Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
a. Diisi dengan nama penyumbang

v. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisl dengan No telp penyumbang yvang dapat dihubungi (aktif)

. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

Diisi dengan nama kelompok penyumbang

Diisi dengan alamat kelompok pergumbang

Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif

Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Diisi dengan nama badan hulcum wémmﬁmr vumbang r

pRo o
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b. Ditsi dengan alamat penyumbang

«. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)

a. Diisi derigan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangars Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon !

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada han tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NFWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perclehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat permyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

TAHUN 2018
NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

. Kam: tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit,
. sumber dana tidak berasal dausi tindak pidana; dan

. sumbangan bersifat tidak mengikat.

£ DD

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

TAHUN 2018
NOMOR :
Pada hari tangpgal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum

swasia

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktf

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Seham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2, Kamui tidak dalam keadaan paiit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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MODEL LADK1}-
PERSEORANGAN

——

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Perlode sfd 2

Tanggal Pembukaan Rekening : 4
Nama Banl :
Nomor Rekening : &

Nomor Uraian Rp | Unit | Keterangan

A. Penerimaan 7

Pasangan Calon®

Sumbangan Fihak Lain Perseorangan?®
Sumbangan Pihak Lain Kelompok!¢
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal!!

: Lain-Lain Komitmen2

halle = e

b

B. Penge 1uaran. ............... 12

Pengeluaran Operasional

a. Pertemuan terbatasd

b. Pertemuan tatap mukals

¢. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronik!'®

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!?

e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum'é

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan’®

g. Lain-lain?°

2. Pengeluaran Modal?!

a. Pembelian Kendaraan??

b. Pembelian Peralatan??

¢. Lain-lain¥

3. Pengeluaran Lain-Lain2’ , ]

a. Permnberian Piutang?®

b. Pembayaran Utang?”

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




Nomor Uraian Rp Uxnit | Keterangan

SALDQO PER........ 28

Kas di Rekening Khusus?®

Kas di 20

Barang?!

Tagihan kepada 7 32

Utang??

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
ttd. > ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan ;
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye,

Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh
KPU Kabupaten.

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
bank.

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain tadan hukum swasta.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan jumlah pengeiuaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31

32.

33.

34.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka dan dialog. meliputi transaksi antara lain biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi,
konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan akfivitas
perternuan tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi} iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik,

Diisi dengan jumlah pengeluaran vang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU
Kabupaten yvang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumiah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang
Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti
rapat umum vang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
perags, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye Perilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti
biaya administrasi bank.

Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan

rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain permnbelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kermnbali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumiah salde akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh
KPU Kabupaten.

Ditsi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (Jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Kabupaten).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pade pihak lain per
tanggal penetapan Pasangan Caion oleh KPU Kabupaten.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Caion Bupati dan Wakil Bupati.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang




ﬁ LOGO PASBANGAN CALON E

PEMILIHIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATT MAGELANG TAHUN 20138
KABUPATEN MWAGELANG

NAMA PASARGAN CALOXN 2
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE S/D 3
_ .. Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 10
Mo. 4 | Tanggald | Bukt Pengeluaran® Bentuk Alctivitas? Jumlah Kas (Rp)8 Keterangan!!

{Unit)® 110a 210b 310c

MM AyeaR EsAErEERaREEy na

CALON WAKIL BUPATI
ttd.
-Kama Lengkap-

CALON BUPATI
tid.
-Nama Lengkap-

Keterangan :
Laparan ini disusun oleh Pasangan Calon :

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan dird.
Diisi nama. Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
Diisi dengan periode pelaparan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh XPU Kabupaten .
Diisi dengan no urut kegiatan.
Diisi dengan tanggal pada saat pengeluararn terjadi.
Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukt transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
a. Pengelwaran Operasional :
1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportast, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara, lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, kensumsi, perizinan dam  lain-
lain pengeiuaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

R e

‘ ¢
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10.

11.
12.

3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa
cetak dan media massa elektronik. ) ]
4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencalup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye secbagaimana dimaksud dalam
peraturan yang mengamur tentang Kampanye
5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, ermasuk biaya produksi dan ﬁmﬁmmvumamb _um.#.:.w.ﬁ Kampanye yamg
dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian,penutup kepala alat minum, kalender, kartu nama,pin,alat tulis;payung,dan/atau
sticker paling besar ukuran 10x5 cm, sesuai Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Kampanye. .
6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain Wn%mwm: kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga [gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
meladui media sosial. ) .
7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan n_mmm._b alat peraga,
penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-imdangan, seperfi biaya administrasi bank
b. Pengeluaran Modal
1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumtah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupialh kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar. _
2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti computer, inventaris dan lain-lain.
¢. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaram operasional dary pengeluaran modal. _ o
Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yeng dikeluarkan secara tunai dan/atau kenversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah] berupa uang harus disajikan dalam
bentuk mata uang Rupiah- Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata vang Rupiah dengan kurs tengah bank
Indonesia pada tanggal transaksi. o
Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan
barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, mzka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga paser,
Contohnya antara lain jasa artis, scund system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
Kolum Klasifikasi Pengeluaran diis{ dengan
a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasat dari pengeluaran operasional.
b. Cek List pada kelum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
Pada Kolurs Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Keterangan tambahan :
a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukt Transaksi Pengeluaran;
b.Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati , Laporan di tandatangani oleh Pasangan Calomw Bupati dan Walkil Bupati.

idih.kpu.go.id/jateng/magelang
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CALON

PEMILTHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KABUPATEN MAGELANG

MODEL LADK3-

PERSEORANGAN

idih.klou.qo.id/iaténq/maqelanq

NAMA PASANGCAN CALON 2
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode afd 3
NO+ URAILANS JUMLAH KAS (Rp) ¢ JUMLAH NON KAS (Unit)” KETERANGANS®
—-
CALON BUPATI CALON WAKIL WAKIL BUPATI
ttd tid
-Nama Lengkap- -Nama Lengknap-
Keterangan ;
Laporan ini disnsun oleh Pasangan Calon ;
I, Diisidengan nama Kabupaten tempat Pasangan Calen mencalonkan diri.
2. Diisinama Pasangan Calen yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaperan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
4. Diisi dengan no urut.
3. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutep buku. .
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk kenversi mata uang tersebut ke dafam mata uang Rupiah
kurs tengeh Bank Indonesia pada tanggal transalsi. . . .
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila salde/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan basang tersebut. Jika barang tersébut dapat diketahuini
rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan,
9. Untuk Pemilihan Bupati dan Walkil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
*pilih salah satu




MODEL LADKA4 -
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL 8/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Bupati
2. Namsa

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan ; Calon Walkil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupatt

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati
Méagelang periode tanggal ... sampai ........

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya .

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesual dengan pedoman yang
ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor
................. Tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang beriaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap
(KECUALL....ccovievannnn ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yvang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yvang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI . CALON WAKIIL BUPATI

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

Y Coret yang tidak perlu

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




MODEL LADKS-
w PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG
PASANGAN CALON 2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE  s/d 9

idinzkpu.go.id/jateng/magelang

BEENTUK SUMBANGAN DANA HAMPANYE
P JUMLAH
ASAL vang 4 E:mcsﬁ JABA (Rp.) 7 KETERANGAK
SUMBANGAN ah Rp.) 6b
DANA KAMPANYE (Rp.} imw.u (Unit) _mw. (Bentuk)
— |50] ————— e w— —_— — — - mac P EEEESS=S
. |Pasangan Calon SR E— : R S . e S ———
Ya ) i B
a. Nama Calon Bupatl R B ) B S —
_{b.  Nama Calon Wakil Bupati 9b R o _ o . S
—_——— I.|II..II I..“.|rl|) H(\O‘ —— — —_— e R a T T
. _|Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Y IR IS S 1+ . - - .
10a
a. Nama Penyumbang  : ..o - - R o — s Ones .
10b o .
Alamat Penyumbang : ..., o - o ) — ” - -—
10c
No. Telp Penyumbang : ...cococinnnn. o . o — S -
10d -
| No. [dentitag Penyumbang :............. e o ~ S
10e
No. NFWP Penyumbang B o - - o . e SR =N
b. dst. o o ) S
_ . 11 T N o
. |Bumbeangan Pihak Lain Kelompok - ; -
ila T N - ‘
e Narma Kelompok : TR A R SR - ) B o
1ib ’
Alamat Kelompol @ o, R N o - == cess
g
__No. Telp Kelompok  : _vooiiiiiinnen. I
114
No. Identitas pimpinan kelompok ! ......... . m _ - —
11 _
___No. NPWP pimpinan xn_ogvoha | T e ——




Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

Diisi dengan Nama Kabupaten tempat Femilihan berlangsung

Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye {periode sarmpai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten}.

b dst. o 2 - ~ I S N - I

) R o 12 a N T o o - ]

4. |Bumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta B 1 . o o - N

12a
a Nama Badan Hukum Swasta B - - B
12b
Alarmat Badan Hukum:Swasta ... o o ]
12¢
No. Telp Badan Hukum Swasta : .......... B .
12d
. No. [dentitas Badan Hukum Swasta | ... o o
12e
| No. NPWP Badan Hukum Swasta B s |
SR MRS — =~ ==t e |
b det. g R -
13 13 13 13

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL. g
akil o
Caion Bupati Calon Wakil Bupais g
ttd. o
uet -Nama Lengkap- m
-Nama Lengkap- m
Q
|
®©
=
Keterangan : =
o
9
-
[@]
4
ag

HWN

-
3
9,
a
b

10.

Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dal

Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transalsi.
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang : ) _ o ]
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan jurnlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi demgan jumlah penetimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdesarkan harge pasar.

b. Diisi demgan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima, _ ) i .
. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah {merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kelom 4 + Ba + Ba}
. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumiah unit pada kolobm barang dan jasa.

Fenerimaarn yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber danenya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

. Diisi dengan nama CALON BUPAT! berserta nilai penerimaannys

Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penenmaanrya
Dijsi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dar sumbangan pilmak lain perseorangan.

a. Duisi demgan nama penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyambang

id




11

1z

12

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubung (akti)

d. Dusi dengan No identitas penyumbang

e. Ditsi dengan Nomor Pokek Wajib Pajak penyumbang {(apabila ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihek lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi denggn nama kelompolk penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

<. Dusi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubung (alktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Biisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.

Ditsi dengan sumbengan Danas Kampanye yang berasal dan sumbangan badan hulum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a.Dnisi dengan nama badan hukwmn swasta penyumbang

5. Diisi dengan alamat badan Bukum swasta penyumbang

¢.Diisi dengan No tlp pimpinan badan hulsum swasta yang dapat dihubung (aktif}

d.Diisi dengan nomer identitas penyumbang dapat berupa akte pendinan badan hukum swasta.
e.Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.

Diisi dengan total keselurihan pengrimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

*pilih salah satu

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPARYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/ telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

EOMOR :

Pada han tanggal vang bertanda tangan di bawah ini : Nama
Kelompok :

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan

kelompok

Nomor telepon/telepon

Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok

Alamat Pimpinan Kelompok

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hulkum swasts
Alamat badan hukum swasta
Nomor Akte Pendirian
Nomor NFWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/ telepon
Genggam (aktif)

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum swasta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




FORMULIR MODEL
LPSDK1-PARPOL

ﬁ LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GARTNGAN PARTAI POLITIK
DEWAN PFIMPINAN DAERAH KAEUFPATEN
KABUPATEN MAGRLANG
LAPORAN PENEHIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON 3
Periods tanggal sampeal

34

T 2
s & Jumlah S8umbangan Bentuk Sumbangan a Nomor Rehening Nomoaor Rekening 12 1@
Ko, | Tanggal Asal Bumhangan I 1 Bukti Keterangan
a 7h Ba ab Be: Penyumbang Pencrima
{Rp) Unit Tunal | Barang Jasa
|
Calon Bupati 0% Calan Wakil Bupati
ttd. 1
-Nama Lengkap- -Narma Lengkap-
Ketua Farpoi/Gabungan Farpoi e Bendahara Parpoil/Gabungan Parpoi
ttd. M ttd,
=Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan

Laporan ini disusun oleh Parta Politik atau Gabungan Partai Politikz
1  Diix dengan nama Partai Politik stau Gabungan Partal Politik pengusung Pasangsn Calon

‘ ¢

idih.kpu.go.id/jateng/magelang
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10.

1l

12.

13,

14.

15
16,
17.

€ ‘.

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang meruipakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan hangs pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Eampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hesil penjumlahen tiap baris pada keilom 3 + 6a + 7a)

Diisi dengan kal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian Jumtah unit pada kolom barang dan jasa.

Penerimesan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya beragal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. hisi dengan nama Calon Bupati berserta nilai penerimaannya

b. Diwsi dengan nama Calon Wakil Wakil Bupad beserta nilas penerimaanriva

Penerimanan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dan keuangan Partai Pelitik amu Gabungan Partai Politl yang mengusulkan Pasangan Calon
a. Diisi dengan nama Partai Polibk beserta nilai pensrimaannya

b. Diigi dengan nama Partal Politik beserta nilai penermaannya

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lauy persecrangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

¢. Dusi dengan Nomor telepon penyumbang yang dapat dihubung {aktif}

4. Diisi dengan Nomor identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajek penyumbeng (apabila ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari sumbangan pihak lain: kelompok m,nm:ﬂ dentitas penyumbang kelompok.

a.Dust dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengean alamat kelompok penyumbang

c. Dist dengan Nomeor telepen kelompok penyumbang vang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengen Nomeor identitas pemimpin kelompol

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak permumpin kelompok

Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dart sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta,
a. Dusi dengen nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diis1 dengan alamat penyumbang

<. Diisi dengan Nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapart dihubungi (aked)

d. Diisi dengan nornor identitas penyumbang dapat berupa skte pendinan badan hukum swasta.

¢. Diisi dengan Momor Pokok Wajib Pajak badan hulum swasta

Diisi dengan total keselunuhan penerimasn sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangsn Calon

Untuk Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan tingkat ditandatangani cleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Untuk Gabungan Partai Polink ditandatangani cleh Gabungen Fartai Politd] pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon
P
pilib szleh satu

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG 2018
KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL 8/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Bupati

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Wakil Bupati

3. Nama
Alamat
Nomor ldentitas
Jabatan : Ketua Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

4. Nama
Alamat
Nomaor Identitas  :
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Partai
Politik /Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik /Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampannye Bupati dan
Wakil Bupati Magelang periode tanggal sampai

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




MENYATAKAN dengan sebenar-benamya :

1,

Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon.

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemililhan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Magelang Nomor ........ Tahun 2017 dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALL............. ) berdasarkan
bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

Bahwa “seluruh penerimaan berasel dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

ttd. ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Permmyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik

*} Coret yang tidak perlu

idih.kpu.go.id/jateng/magelang
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada har tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/tanggal lahir

Umour

Alamat :

Nomor telepon/ telepon : -
genggam aktif :
Nomor Identitas

Nomor NPWP (apabila ada)

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumliah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya. -

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada har: tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya,

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang
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LOGOD PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta

Alamat badan hukam
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

. sumbangan bersifat tidak mengikat.

o KD =

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




€

ﬁ LOGO PASANGAN CALON _

PEMILTLAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

PASANGAN CALON
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA HKAMPANYE

PERIODE

HABUPATEN MAGELANG

3

MODEL LPSDHKI1-
PERSECORANGANT

BENTUK SUMBANGAN DANA HKAMPANYE

ASAL SUMBANGAN p > . JUMLAH KETERANGAN ®
o DANA KAMPANYE UANG BARANG JABA {Rp.}’
(Rp-) (Rp.) ™ (Vait) > {Rp.] * {Bentulk) ** .
‘ [ R R - [
4 5 9 D
1. |Pasangan Calon _ . S R S _ ; S SR S B
9
~_a- Nama Calon Bupati ‘ o - - R — — M
| b Nama Calon Wakil Bupat o B - - o | | o IM
- o o . I A - B
A B . N . - . {5
1O ”w
| 2. |Sumbangan Pihak Lain Perseorangen - 3 - - - - B
| 10a U
__|a  Nama Penyumbang I S -~ N e — B
10b Dl
- Alamat Penyumbang 1 ..o B o o o . |:’|w
10 T
No. Telp Penyumbang ) . o 1 o D - - S — =
. 10d B
. No. Identitas Penyumbang o B SRS [S—— — e
10e
___ No, NPWP Penyumbang o - o i o [ ey
B b. dst. B ] P = ——— ]
11 T T - T - a ]
_ 3. [Sumbangan Pihak Lain Kelompok - - —— sose —
lla
A Nama Kelompok o
1k
L | Alamat Kelompok @ oo - o o _
1le
. No. Telp Kelompok @ ..., | o - - - —
11d
| No. [dentitas pimpinan kelompek : B o o - =
1
_ | No NPWP pimpinan Kelompok S




b, dst.
SR B S R SN S — _— S — - —
Sumbangan Pihak Lain Badan Hulum Swasta 12 Ny -
a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : - N o S
~ Alamat Badan Hukum Swasta 12b ... .. T -
_ No. Telp Badan Hukum Swasta 12¢ : . - 1 - B -
No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d: ... o | ] - - - - -
No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e S - L
— S R o S I ~
b dst
14 13 13 '3
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Calon Bupati Calon Wakil Bupad
tel, h ttd.
-Nama Lenglkap- -Mama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magela



Heterangan :
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon !

L.

2

3.

9.

10.

11.

12

13,
14,

Diisi dengan Nama Kabupaten tempat Pernilihan berlangsung
Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) han satslah LADK disampaikan sampai dengan | hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana
dalam Keputusan KFU Kabuparen tentang tahapan, program dan jadseal).
Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dane Kampanye yang berupa vang dalam bentuk: mata vang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk
konversi mata uang tersebut ke dalam matw uang Rupiah dengan kurs tengah Bank [ndonesia pada ranggal ransaksi.
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
a. Dus: dengan jumlah penerimean sumbangan Dana Kampanys dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdssarkan harga pasar,
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasi konverst jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Ditsi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang citernima.
Diisi denga jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah {merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom berang dan jasa.
Penerimaan yang berasal dari Fasangan Caloh yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan calon
a. Diisi dengan nama calon Bupati beserta dengan nilai penerimaannya.
b. Diisi déengan nama calon Wakil Bupati beserta dengan nilai penerimaannya
Diisi denigan jumiah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihek lain perseorangan.
a, Diisi dengan nama penyumhang
b, [isi déengan alamar penyumbang
c. Diist dengan Nomor telepon penyumbang vang dapat dihubungi (akuif)
d. Diisi dengan Nomor idenhtas penyumbang
e. Dusi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanys yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai dentitas penyumbang kelompok.

a.Diis1 dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok: panyumbang

c. Diisi dengan Nomor teziepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (alktil}

d. Diiisi dengan Nomor identitas pernimpin kelompok

& Duisi dengan Namor Pokek Wajib Pajek pemimpmn kelompok

Ditsi dengan surnbangen Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hulcum swasta.
a. Diis1 dengen nama badan hukum swasta penyumbang

b. Dusi dengan alamat penyumbang

<. Diisi dengan No tip pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (alif)

d. Diisi dengen nomer identtas penyumbeng dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta

e. Diisi dengan Nomor Pokek Wajib Pajek badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang ditenima Pasangan Calon
Ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati.

‘pilih salah satu

ditetapkan

idih.kpu.go.id/jateng/magelan




MODEL LPSDK2
PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASBANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LOGO PABANGAN
CALORN

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah inj ;
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Bupati
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan
Wakil Bupati Magelang periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disgjikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALL............... } berdasarkan

bukti- bukti dan atau fakta yang sebenamya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yvang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
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6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

Ttd
-Nama Lengkap-

ttd
-Nama Lengka!)-

Keterangan;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada han tanggal yvang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomeor telepon/ telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok !
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama  Pemegang  Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumliah Sumbangan

Asal Perolechan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat permyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

b}

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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Model LPPDK 1- ]

PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Bupati

adalah Calen Bupati, dan

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupatdi,

Dengan mi menyatakan kepatuhan kemi terbadap ketentuan Undang-Undang Nomor
Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

PERATURAN PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TE TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A.
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Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling [1.
lambat 1 (satu) hari  sejak
berakhirnya masa kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat)
kepada KPU Kabupaten.

LPPDK dilengkapi dengan :

Undang-Undang
Nomor Nomor 1
Tahun 2015 tentang
penetapan peraturany
Pemerintah Pengganti
Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014

) tentan Pemilihan|

a. Formulir Model LPPDKI-PARPOL: | Gupersur,  Bupat
b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; | dan " Walikota)
¢. Formulir Model LPPDK3- menjadi Undang-
PARPOL; Undang sebagaimana)

d. Formulir Model LPPDK4- telah diubah|
PARPOL; beberapa kali

e. Formulir Model LPPDKS - terakhir Undang-
PARPOL; undang Nomor 10

f. Lampiran formulir Model Tahun 2016 tentang

LPPDK5-PARPOL,;

Perubahan kedusl

g. Surat pernyataan atas Undang-undang
penyumbang pihak lain Nomor 1 Tahun 2015
perseorangar; tentang penctapan

h. Surat pernyataan peraturan

penyumbang pihak lain
kelompok;
Surat pernyataan

Pemerintah Penggant
Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014

penyumbang pihak lain tentang Pemilihan

badan hukum swasta; Gubernur, Bupaty

J- Copy bukti Tagihan/Utang; dan Walikota|

k. Bukti-bukti Transaksi menjadi Undang-
Penerimaan dan Transaksi Undang;

Pengeluaran; dan Peraturan Komisi

. Pembukuan Dana Pemilihan Umum

Kampanye Pihak Lain, Nomor 5 Tahun 2017

tentang Dana

Dilampiri dengan : kampanye Pesertd

a.

LADK Pasangan Calon

dilengkapi dengan :

1) Formulir Medel LADK]1 -
PARPQL;

2) Formulir Model LADK2-
PARPOL;

3) Formulir Model LADK3-

PARPOL; Umurn
4) Formulir Model LADK4- Kabupaten Magelang
PARPOL; Nomor Tahun)
5) Formulir Model LADKS- 2017 Tentang]
PARPOL; dan Pedoman Teknis
6) Lampiran formulir Model Dana Kampanye
LADKS5-PARPOL. Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil
Bupati Magelang

Tahun 2018

yang

Pemilihan

Pemilihan Gubernun
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota

Keputusan Komisj
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NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

=

G)

b. Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye vang dilengkapi
dengan ;

1) Formulir Model LPSDKI1-
PARPOL;

2) Lampiran formulir Model
LPSDK1-PARPOL; dan

3) Formulir Model
LPSDK2- PARPOL.
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NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

3

Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak Kami
ditetapkan sebagai Peserta Peruilinan
Bupati dan Wakil Bupati TEGAL
Tahun 2018 dan difutup pada saat
masa Kampanye berakhir,

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILU

RKDKP

Kami menempatkan Dana Kampanye |
berupa uang, pada Rekening Khusus |
Dana Kampanye yang dibuka oleh |
Partai Politik atau Gabungan Partai!
Politik yang mengusulkan Kami atas
nama Kami pada Bank

BRatasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami
mematuhi  jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/fatan  jasa vang
dikonversikan dengan niai uang,
termasuk  hutang dan  diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
Jual beli secara wumum] yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi jumlah di
bawah ini;

a)Rp. 75 Juta untuk penyumbang

perseorangan

b} Rp. 750 Juta untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan hukum
swasta

Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU
Kabupaten untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LADK
sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu}] han
sebelum masa Kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat.
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NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

3

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LPSDK
sesual dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan KPU
tentang tahapan, program dan
Jjadwal disampaikan kepada KPU
Kabupaten paling lambat pukul
18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara

Apabila terdapat Partai Politik atau
Gabungan Partai Polittk yang
mengusulkan Kami menernma
sumbangan yang dilarang maka
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan terscbut;

D) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negarsg; * dan

¢) Melaporkan
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukt
lapor kepada KPU Kabupaten dan
bukti Surat Setoran Penentuan

Peneriman Negara Bukan Pajak
("SSPNBP”).

sumbangan yang

LADK DAN LPSDK

Periode
Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktiu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yang dilaporkan,
pembukuannya ditutup pada saat
Kami ditetapkan sebagal Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupaty

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu) hari
setelah Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Bupat dan Wakil
Bupati dan ditutup 1 (satu) ham
sebelum laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU Kabupaten.
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NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN

TERKAIT

PATUH/

TIDAK
PATUH

2

3

Pembtukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a} Pada bank Umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau kabupaten
fkota di selurub  wilayah
Indonesia

b} Atas nama Kami, dan spesimen
tanda tangan dilakukan
bersama oleh Kami dan Partai
Politik atau Gabungan Partal
Politik yang mengusulkan Kami:

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi Kami,

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami
dan  Partai Polittk atau
Gabungan Partai Politik yang
mengustilkan Kami.

Cakupan
LADK

Kami menyusun LADK yang memuat
nformasi:

a) Rekening Khusus Dana

Kampanye;

b) Saldo awal
pembukaan; dan

atau saldo

¢} Rincian perhitungan penerimaan
dan pengeluaran yang diperoleh

sebelum pembukaan rekening
khusus dana kampanye, dan

d) Sumbangan dana kampanye

10.

Cakupan
LPSDK

Kami menyusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang
diterima Partai Politik atau
Gabungan  Partai Poliik yang
mengusulkan Kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
* Pilih salah satu.
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ttd.

-Nama Lengkayp-




MODEL LPPDK2-PARPOL

l, LOGO PASANGAN ]

CALON

PEMILTHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal

Nomor Rekening Khusus :

s/dtanggal = 3

Nemar Uraian

Rp | Unit | Keterangan

A,

SALDOQO PERS

Kas di Rekening Khusus®

Kas di 7

Barang®

Tagihan keparla 9

Utangi?

Pencrimaan 't

—_—

Pasangan Calon?

b2

Partai Politik dan /atau Gabungan Partai Politik
(Total Penerimaan) #

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 4

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!®

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal®

S R Il

Lain-Lain Komitraen!?

Pengeluarani®

Pengeluaran Operasional

a. Pertemuan terbatas!'®

b, Pertemuan tatap muka®

¢. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronik?!

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum??

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye?3

f. Rapat umum?*

g Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?

h. Lain-lain?®

Pengeluaran Modal??

a. Pembelian Kendaraan?®

b. Pembelian Peralatan?

¢. Lain-lain3®

Pengeluaran Lain-Lain®'

a. Pemberian Piutang®?

__b. Pembayaran Utang>

SALDO PER ¥

Kas di Rekening Khusus®

[Kas di &
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Nomor 7 Uraian ) Rp | Unit | Keterangan
Barang?’ -
Tagihan kepada, s
Utang3d?

|||||| FIEENB AT IIIBIAN JEVRSASISRLSSAG AN AR ARRARAD Y

CALON WAKIL BUPATI
CALON BUPATI

ttd.
:Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkﬂ?-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU -
Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomort rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye
per tanggal penctapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten .

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya {jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KFU Kabupaten].

8. Diisi dengan jumlah dan nilal rupigh barang yang ada berdasarkan harga passr
{ilumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten .

10. Diisi dengan jumliah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

11. Penerimaan dituliskan periodenya {periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh ﬂ
KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye].

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partal
Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Fasangan Calon ditetapkan
oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perseorangan tersebut, _

15. Diisi dengan jumiah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari sumbangan

pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari sumbangan pihak lain
badan hukum swasta.

17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan
kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten
dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye].
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18,

19.

20.

21.

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU
Kabupaten dan ditutup saat berakhirfiya masa Kampanye),

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran  terkait
dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU
Kabupaten dan ditutup saat berakhimya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka,
meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto capy, alat
tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan
aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kahupaten dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye]}.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa clektronik mencakup transaksi
antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh
KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye),

Diisi dengan jumlah pengetuaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan
Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan
pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye [(periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU Xabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran vang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain
alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi
antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis
kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan
aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumilah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan KXampanye Pemilthan dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lajin seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan {pentas seni,
panen raya, konser musik], kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media
sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, perternuan tatap
muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye,
penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye, seperti biaya administrasi banl.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup
saat berakhirnya masa Kampanye}.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan vyang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar [periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh
KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanyej.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan
tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye],

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan
berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




31.

32.
33.
34.
35.

36,

37,

38,

39.

4.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye}.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal
berakhirnya masa Kampanye.

Diist dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye
beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirmnya masa Kampanye).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/harang/jasa yang terdapat pads pihak lain per tanggal
berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa
Kampanye.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati laporan di tandatangani oleh Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati .

*pilih salah satu
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MODEL LPPDE4-PARPOL

ﬁOQOWPmeQPZ
CALON

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
HKABUPATEN MAGELANG

NAMA PASANGAN CALON 2
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari taoggal s/d a
NoO+ URAIANS JUMLAH KAS (Rp)*© JUMLAH NON KAS (Unit}? KETERANGAN?

B T L

CALON WAKIL BUPATI

CALONBUPATI
ttd ttd
-Nama Lenghkap- -Nama Lengkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pasangan Calen mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
Diisi dengan periode pelaporan yainx per tanggal penetapars Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan ditutup pada berakhisnya masa kampanye

Diisi dengan no urut.

Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku {per tanggal berakhirnya masa kampanye)

Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk kenversi mata uang tersebut ke dalam
mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan bavang tersebut. Jika barang tersebut
dapat diketahui nilaj rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaslan.

Keterangan tambahan :

a. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Cobk o~

=

10 0
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LOGO PASANGAN __ MODEL LPPDKS PARPOL __
CALON

PARTAl POLITIK/GABUNGAN PARPOL. !
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
LAFPORAN PENERIMAAN SEUMBANGAN DANA HAMPANYE

.

KHEPADA PASANGAN CALON -
Pexigde tanggal sampai .
<] 7 ]
4 Jumish Sumbangan Bentuk Sumbangan Nomor Rekenlng Nomor Rekening 12

Asal mﬂ.ﬂrnﬁﬂﬁﬂm Bukti'' |Keteraggaa

5
No. Tanggal o a = 7o Penyumbang’ Penerima'®
¥ E

{Rp) * Unit®™ | Tuael’| Barang Jesa

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
tid
-Nama Lengkap-

Ketua Parpel/Gabungan Parpol
ttd
-Nama Leagkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1

T otnoe fwongy

Diisi dengan nama Partei Politik atau Gabungan Partal Politik pemgusung Pasangan Calon

Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Poliitk/Gabungan Partai Politik

Diisi degan perode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU Kabupaten dan berakhir per tanggal aklir masa kampanye)

Dhigi dengan noror urut

Disi dengan tanggal pernberian sumbangan Dana Kampanye

Dusi dengan jumlah sumbangan yang diterima.
2 Duisi dengan Jumlah Sumbeangan Dana Kampanye dalam bentuk vang/Tupiah {termesuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonverai ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
b Dusi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
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LAMPIRAN FORMULIR MODEL

LOGO ME /GABUNGA I _ LPPDKS-PARPOL
PARPOL.

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL !
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABYPATEN

KABUPATEN MAGELANG
DAFTAR PENERIMAAF SUMBANGAN DANA HAMPANYE PASANGAN CALON

PERIODE ........ afdo.
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE

ASAL SUMBANGAN JUMLAH N
¥O s C 7 KETERANGAN

DANA KAMPANYE UANG BARANG JASA (Rp.}*

Rp.) (Rp.) * (Unity 5 (Rp)™ (Bentuk) ™
e MO i — ————- T S T e |

L. |Pasangan Calon o

10a

a.  MNama Calon Bupat o - o R - - S e
I 1=2 Nama Calon Walkal Bupat 1on o S
. - ] T o o o o ; N w.
2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik _ .
lia
___l&  Nama Partai Politk B o . et
b L
| b Nama Parai Politik ! - o o o . : —
I [ dsr. o i o — m
. B : - o PSR remen 2 = S
12 —
3. [Sumbangan Pihak Lain Perseorangan B o o ) o I A R e g
12a
2 Nama Penyumbang : s _ - o I I - o M
L2k " —
| __Alamat Penyumbang N o . S —_—
No. Telp Penyumbang e _ S Sy — —]
12d
.. _No. Identitas Pemyumbang I R S T
12
No. NPWP Penyumbang R .
b. dst. 1 v .
o 15 - - .
| 4. |Sumbangan Pihak Lain Kelompok - N o .
13a
a. Nema Kelompok - . — = o
13b
___Alamat Kelompok » . - R 4
13¢
No. Telp Kelampolt




13d
No. Identitas pimpinan kelompok  : .........

12
No. NPWP pimpinan Kelomapok

o, st

Sumbangan Pihak Lamn Badan Hukum Swasta 14

14
a Neme Badan Hukum Swasta R

14h
Alamat Badan Hukum Swasta  foco.....

(kL3

No. Telp Badan Hukum Swasta

14d
No. Identitas Badan Hukum Swasta @ ...

AL

No. NFWF Badan Hukum Swasta B S »)
- EE o
_®©
- - 1 B ©
b. dst. B 0 O
£
i3 &)
15 15 1% =
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL &
(
=
o
Ketua Parpol/Gabungan Parpol Bendahara Parpel/Gabungan Parpol S
o
ttd ttd R~
<
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap- k=
Keterangan :
Laporan inl disusun oleh Partal Politik atan CGabungan Partad Politik
1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partad Politik Pengusung; Pasangan Calen
2. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
3 Diist dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politk/Gabungan Partaa Polink
4. Dituliskan periode Laporan Penerimasn Sumbangan Dana Kampanye (pericde sejak penstapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakthimya masa kampanye|
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa vang dalam benmk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan  dalam
bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6.  Penerimesan Sumbengan Dans Kempanye yang berbentuk barang ;
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa berang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nitai Rupiah yang meripakan hasil konversi jasa ke delam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Duizi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumiah penerimaan sumbangan Dana Kempanye dengan nilai Rupiah (mervpakan hasil penjumlahan tinp baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diigi dengen hei-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pnbadi Pasangan Calon:
a. Diis1 dengan nama Calon Bupati berserta nilki penerimasnnya
b Diisi dengen nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya

¢

<




12,

13.

4.

15.
16.

. Penerimaaan yang berasal dari Parwmi Poltik dan/atau Gabungan Partai Pelink yang sumber dananya beresal dern keuangan Partai Politik atau Gebungan Parta Politik yang mengusulkan Pesangan Calon

a. Diisi dengan nama Parten Palitk beserta nilar penerimaannya

b Diisi dengan nama Partad Peltik beserta nilai penerimaannya

Duisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyurmbang

c. Diisi dengan No telp peryumbang yang dapat dihubungi {akt)

d. Duisi dengan No identitas penyumbang

e. Mhisi dengan Nomor Pokok Wajib Pejak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pibak lain kelompok sesuai identitas penyumbang
kelompok.

a.Dhisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Duisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungs {aktif]

d. Diizi dengan No identtas pemimpin kelompok

e. Dusi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Dusi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dan sumbangan badan hukum swasta sesuar identitas penyumbang badan hukum swaste.
a. Duis1 dengan nama badan hukum stwasta penyumbang

b. Duisi dengan alamat penyurabang

<. Diisi dengan No tip pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi {aktif)

d. Diisi dengan nomor ideutitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Dusi dengan Nomor Poltok Waijib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

Untuk Gabungan Partai Polhtik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan eap seluruh partai pengusung

*pilih salah sat
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN
PENYUMBANG PIHAK LAIN
PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor [dentitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karu tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat permyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggarn (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dang
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bghwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak,

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

TAHUN 2018
NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum

swasta

Nomeor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




Mode! LPPDK1-
PERSEQORANGAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

Alamat
Alamat domisili
Jabatan :Calon Bupati ............oo

adalah Calon Bupati, dan

2. Namg
Alamat
Alamat domisili
Jabatan : Calon Wakil Bupati ........cc.covvvenrvennnnn.
adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang- Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wallkkota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilthan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemillhan Gubernur dan Wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , sebagai berikut:

o UNSUR PERATURAN PATUH/TID]
KEPATUHAN TERKAIT AR
PATUH
1 2 3 4 5
A, UMUM

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK
(paling lambat 1 (satu)
hari sejak berakhirnya
masa kampanye paling
lambat  pukul 18.00
waktu setempat} kepada
KPU Kabupaten untuk
Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati.

LPPDK dilengkapi

dengan;

a. Formulir Model
LPPDK]1-
PERSEQRANGAN;

b. Formulir Model
LPPDK2-
PERSEORANGAN;

¢. Formulir Model
LPPDK3-
PERSEORANGAN;

d. Formulir Model
LPPDK4-
PERSEQORANGAN;

¢. Formulir Model
LPPDKS-
PERSEORANGAN;

f. Surat pernyataan
penyumbang pihak
lain perseorangan;

g£. Surat pernyataan
penyumbang pihak
lain kelompok;

h. Surat pernyataan
penyumbang pihak
lain badan hukum
swasta;

i. Copy bukti
Tagihan/Utang;

j. Bukti-bukt Transaksi
Penerimaan dan
Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana
Kampanye Pihak Lain.

Dilampiri dengan :
a. LADK yang dilengkapi
dengan :

1} Formulir Model
LADK1-
PERSEQRANGAN;

2) Formulir Model
LADK?2-
PERSEORANGAN;

3} Formulir Model
LADK3-
PERSEORANGAN;

4) Formulir Model
LADK4-
PERSEQRANGAN;

5) Formulir Model
LADKS-
PERSEORANGAN;
dan

idih.kpu.go.id/jateng

1. Undang- Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2015

tentang penetapan
peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi
Undang-Undang
sebagaimana  diubah
terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang
penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubermnur,
Bupati dan Walikota
menjadi Undang-
Undang

Peraturan Komisi

Pemillihan Umum Nomor

5 Tahun 2017 tentang
Dana kampanye Peserta
Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan
Walal Walikota; dan

3. Keputusan Komisi

Pemillihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor ....... Tahun 2017
tentang Pedoman
Teknis Dana Kampanye
Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Tahun 2018

magelang




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

3

S

b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye yang dilengkapi
dengan : -
1} Formulir Model

LPSDK]1-
PERSEORANGAN;dan
2) Formulir Model
LPSDK2-
PERSEQORANGAN.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang




RNO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

2

3

5

Periode
cncatatan
an Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye dimulai sejak
Kami ditetapkan scbagai Peserta
Pemiiihan Bupati dan Wakil
Bupati dan ditutup pada saat
masa Kampanye berakhir.

PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILU

RKDKP

Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang, pada
Rekening Khusus Dana
Kampanye yang dibuka oleh
Kami atas nama Kami pada
Bank

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan,
Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan
{mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang
dikonversikan  dengan  nilai
uang, termasuk hutang dan
diskon pembelian barang atau
jasa. yang melebihi batasg
kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang dilaporkan
dalam LADEK, LPSDK dan LPPDK
tidak melebihi jumlah di bawah
ini;
a) Rp. 75 Juta  untulg
penyumbang perseorangan
b] Rp. 750 Juta  untul
penyumbang kelompok
danfatau badan hukum
swasta.

Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU
Kabupaten untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan
LADK sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan yaitu 1
{satu} hari sebelum masa
Kampanye paling lambat pukul
18.00 waktu setempat.

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

2

3

5

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan
LPSDK sesuai dengan jadwal
sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan KPU Kabupaten
tentang tahapan, program dan
jadwal disampaikan kepada KPU
Kabupaten paling lambat pukul
18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara

Apabida terdapat Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Kami
menerima  sumbangan  yang
dilarang maka Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik
mematuhi  ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b} Menyetorkan sumbangan
yang dilarang ke kas Negara, *
dan

c) Melaporkan sumbangan
yang dilarang,

* Apabila terdapat hal tersebut

di atas Kami menyerahkan
bukti lapor kepada KPU
Kabupaten untuk Pemilihan
Bupati dan bukti  Surat
Setoran Penentuan Peneriman
Negara Bukan Pajak
{"SSPNBP”).

LADK DAN LPSDK

Periode
Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup wakiu
pencatatan  penerimaan  dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan
dan Pengeluaran LADK yang
dilaporkan, pembukuannya
ditutup pada saat  Kami
ditetapkan sebagai Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu)
hari setelah Kami ditetapkan
sebagai Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati ditutup
1 (satu) hari sebelum Ilaporan
penerimaan sumbangan
disampaikan kepada KPU
Kabupaten.

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

2

3

5

Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening

Khusus Dana Kampanye;

a} Pada bank umum vyang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau

kabupaten /kota di
seluruh wilayah Indonesia

b} Atas nama Kami.
Catatan;

Dana
dari

1] Rekening Khusus
Kampanye terpisah
rekening pribadi Kami;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami.

Cakupan
LADK

Kami menyusun LADK yang

rnemuat informasi:

a] Rekening Khusus Dana

Kampanye;

b} Saldo awal atau saldo
pembukaan; dan

¢) Rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum

pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye; dan

d} Sumbangan Dana Kampanye

10.

Cakupan
LPSDK

Kamimenyusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan
yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

-Nama Lengkap-

Keterangan:

ttd

* Pilih salah sat.

idih.kpu.go.id/jateng/magelang

CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Namn Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

| MODEL LPPDK 2.
PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KABUPATEN MAGELANG

NAMA PASANGAN CALON

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal s/d tanggal

Nomor Rekening Khusns : 4

Nomor

Uraian

Rp

Unit

Keterangan

A,

SALDOQO PER®

Kas di Rekening Khusus®

Kas di 7

Barang?

Tagihan kepada 9

Utang!©

Penerimaan 1

Pasangan Calon!?

B e
(B

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan’s

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!?

Sumbangan Pihak Lain Badan Usghal®

2 | Lo

Lain-Lain Komitmen ¢

Pengeluarant?

Pengeluaran Operasional

Pertemuan terbatas'®

Pertemuan tatap muka!®

oo

Pembuatan/produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik?0

d. Penyebaran bahan Kampanye kepada
umurm?!

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye??

f. Rapat umum?2?

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?!

h. Lain-lain®

Pengeluaran Modal#¢

a. Pembelian Kendaraan?’

b. Pembelian Peralatan?®

c. Lain-lain?®

Pengeluaran Lain-Lain3¢

a, Pemberian Piutang?!

b. Pembayaran Utang??

SALDO PER3

Kas di Rekening Khusus*t

Kas di 35

Barang?

Tagihan kepada 2

Nomor

Uralan

Rp

Unit

Keterangan

Utang3®

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang




CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye,

3. Diisi dengan Pericde Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa
Kampanye.

4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon,
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon cleh KPU Kabupaten.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus
Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
Kabupaten.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening
Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten |.

& Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada
berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU Kabhupaten).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten .

1¢. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penctapan Pasangan Calon
oleh KPU Kabupaten.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Bupati dan Wakil
Bupati [periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten
dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye].

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini
termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan
tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dan
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dan
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain
dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak
Pasangan Calon ditctapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat
berakhirmmya masa Kampanye).

17. Pengeluaran dituliskan periodenva (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye].

18. Diisi dengan jrdm%m?%%tla(li‘fﬂatm%%dr/arﬁlgqte al‘cr%t dengan biaya untuk




19.

20.

21.

22,

23,

24,

25.

26.

27.

28.

29,

Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,
transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas {periode sejak Pasangan Calon

ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa,
Kampanye].

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan hiaya untuk
Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,
transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas tatap muka (periode sejak  Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa
elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeinaran yang terkait dengan biaya untuk
Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang
dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU
Kabupaten yang mengatur tentang Kampanye {periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya
masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuar desain alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapal  umum meliputi antarza lain  transaksi biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,
transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas [periode sgjak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa
kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan
peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan
kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musikj, kepiatan olah
raga {(gerak jalan santai, sepeda santali], kegiatan sosial {bazar, donor
darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media
sosial {periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten
dan ditutup saat berakhimya masa Kampanye),

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran periernuan
terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa,
pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan
Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Karnpanye, seperti biaya administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye
terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirmya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai
dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode
sejak Pasangan Calen ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup
saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai
dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian
peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak
F‘asanga.n Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye)j.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan
pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan
gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon

ditetapkan oleh ll(qP'U Kabu ten dan ditutup saat berakhirmya masa
KDU.QO.IC latenq magelang




30.

31.

32,

33,

34,

35.

36.

37,

38.

39.

Kampanye].

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan
Pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU
Kabupaten dan ditutup saat berakhirmnya masa Kampanye].

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa vang dikeluarkan untuk
diterima kembali.

Diis1 dengan jumlah uang/barang/jasa vang diterima untuk
dikeluarkan kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir ber {anggal berakhirnya masa
Kampanye.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening
tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye,

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus
Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal
berakhirnya masa Karnpanye).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan
harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampasnye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain
per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uvang/barang/jasa per tanggal
berakhirnya masa Kampanye,

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani
cleh Pasangan Calon Bupati dan Wakii Bupati .

*pilih salah satu

idih.kpu.go.id/jateng/magelang




LOGO PASANGAN CALON MODEL LPPDK3-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018
KABUPATEN MAGELANG

Keterangan :

NAMA PASANGAN CALON 2
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL B/D 3
- ; . Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran !°
No. 4 | Tanggal® | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktvitas? Jumlah Kas (Rp)® Keterangan!!
{(Unit)? 110a 210b 310¢
O
c
o
(&)
O
8]
£
g
CALON BUPATI CALON WAKTL BUPATI Q
ttd ted 8
9
-Nama Lengkup- -Nama Lengkap- pr
O
-
q
=
<
j=l

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirmya masa kampanye).

Diist dengeam no urut kegiacan.

Diisi dengan tanggel pada saat penggunaare terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjuken adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti eransfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
Dusi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

e kW N




10.

11.
12,

a. Pengeluaran Operasional . i

1) Pertemnuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedumg/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapart terbatas. ) o o

2) Pertemuan tatap muka. melipud transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan  lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka. i )

3] Media massa cetakk dan media massa elektronik mencakup tramsaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklam televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasanrgan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannnya dibtayai oleh KPU Kabupatern,
sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang mengatur tentang kampanye). o

4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum meneakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai
oleh Pasangan Calon, antara lain blaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling
besar uluran 10 cm x 5 cm, sesuai Peraturan yang mengatur tentang kampanye.

5) Pembuatan desain allat peraga Kampanye mencakup antarxa lain biays jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye, . . )

6] Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan
kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik], kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bmzar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahum), dan kampanye melalul media sosial

b. Pengeluaran Modal

1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendearazan tersebut berdasarkan harga pasar. .

2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peraletan yang dibeli dan dinilai dengan rupish peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
computer, inventaris.dan lain-lain,

¢. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasional dan pengeluiaran modal. .

Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikelnarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp [Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam .Unza.r
mata uang Rupiah. Apabila terdapar mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs rengah Bank Indonesia pada
tanggal transaksi.

U:wmmaobmmb Jumlah saman unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang
dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara
lain jasa artis, sound sysiem, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain,

Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.

b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dad modal.

¢. Cek list Pada kelom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan,

Keterangan tambahan :

a.Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampin dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

b.Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
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Periode dari tanggal

KABUPATEN MAGELANG
NAMA PASANGAN CALON

2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

afd

3

MODEL LPPDK4-

PERSEORANGAN

NO4 URAIANS

JUMLAH KAS (Rp} ¢

JUMLAH NOK KAS (Uait)”

KETERANGAN®

Heterangan
Laperan ini disusun oleh Pasangan Calon :
Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

R I N

N

&

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

EARA RS LT IR RN P R

CALON WANXTL BUPATI
ttd

-Namn Lengkap-

Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.

Disi dengan no urui,

DE,L dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periede tutup buku (per tanggal berakhirmya masa kampanye)
Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam marta uang

Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal twransalsi.

Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bemtuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat
diketahuiinitai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah harang tersebut berdasarkan harga pasar.

Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Untuk pemilihan Bupat: dan Wakil Bupati , laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
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DAFTAR PENERTMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

MODEL LPPDHES-

PERSEDRANGAN

PERIODE .......9/duccereen
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
ASAL SUMBANGAN JUMLAH &
NO & HETERANGAN
DANA KAMPANYE UANG * BARANG * JARA (Rp.) "
(Rp-) Rp.) > (Unit) * (Rp.)** (Bentulk) *
b e — \\\o e | S —_— S AR S ——
1. |Pasangan Calon o . I SUE EE A — = —
| la  Nama Caton Bupai "' - - - —
b.  Nama Calon Wakil Bupati @ - 1 e B - — ===
o o - - I N - R o R BT S —_— |Im
2. |Sumb Pihak Lain P " -
| angan Fih. Q.m._umbmmmmmb - — — .
| a. Nama Penyumbang LR N e |W
10h
| Alamat Penyumbang @ ... - B ] - e ||W|m‘
10c —
- No. Telp Penyumbang @ .......ccvvmeees 1 1 _ 1 SEN—— —
. 10d X
. No. [denfitas Penyumbang sy o B B - - o S —
No. NPWP Penyumbarg b - S
[ Jo.  dst
i . T N o 1 R R
| 3. [Sumbangan Pihak Lein Kelompok - . B -
1la - -
| |a Nama Kelompok — —
11b T B
N Alamat Kelompok —
11
|| No. Telp Kelompok _ == -
11d
No. [dentitas pimpinan kelompok  :......... o S - - o
T}
- No. NPWP pimpinan Kelompok o —




b, dste,

Laporan inu disusun aleh Pasangan Calon :
1. Disi dengan Nama Kabupaten tempat Pemnilihgn berlangsung
DHisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
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Fenerimaan Sumbangan Dana, Kampanye yang berbentul barang -

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa kampanye).

Difsi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yeng berupa uang dalam benmk mata tang Rupiah. Apabila terdapat mata :m:%wwmiv maka
disajikan  dalam bentuk konversi mata vang tersebut ke dalam mata uang Bupiah dengan kurs tzngah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

&. Dilsi dergan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakean hasil konversi barang ke dalam nilai Rupieh berdasarkan harga pa

b. Diisi dengan jumish satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
&.  Penerimean Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

a. Diisi dengan jurnlah penerimaan sumbangan Dans Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil kenversi Jjasa ke dalam rilai Rupiah Berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan benmk sumbangan berupa jasa yang diterima.

7.  Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada keolom 4 + Sa + 6a)

8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti tincian jumiah unit pada kolom barang dan jasa.

9. Penerunaan yang bermsal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calen:

a. Diisi deogen nama Calon Bupati beserta nilai penerinaannya
b. Diisi dengan nama Calon Walki Bupati beserta nilai penerimaanrya

¢
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Diis) dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak ledin persesrangan.

&. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan Nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (akdf)

d. Disi dengan Nomor identitas penyumbang

&. Diis1 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
Diiz1 dengan jumnlah sumbangan Dana Kempanye yang berasal dan sumbangan pihak lain kelompok sesual idenntas penyumbang
kelompok.

b. Diis1 dengan nama kelompok penyumbang

¢. Dusi dengan alamat kelompok penyumbang

d. Dusi dengan Nomor telepon kelompok penyumbang yang dapar dihubungi (akuf)

¢. Diis1 dengan Nomor identitas pemnimpin kelompok

f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemumpin kelompok

Oiisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas peniyumbang badan hukum swasta.
a, Diisi dengen nama badan bukum swasta penyumbang

. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang

¢. Dusi dengan Momor telepon pimpinan badan hukum swasta yeng dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomer identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

¢. Diisi dengan Nomor Pekok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan fotal keseluruban penerimaan sumbangan Dane Kampanye yang diteruma Pasangan Calon

Untuk pemilihan Bupau dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupat

*pilih salah satu
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Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK
LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada han tanggal yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor teleporn / telepon
genggam akti{

Nomor Identitas
Nomor NFWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya,

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang
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Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

idih.kpu.go.id/jateng/magelang
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Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

NOMOR :

Padahari __  tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam alktif

Nama  Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hulcum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
N 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Salinan sesuai dengan aslinya
{RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd

AFIFFUDDIN
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